BUPATI BENGKULU TENGAH

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR O1 TAHUN 2016
TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI BENGKULU TENGAH,

bahwa dalam rangka perlindungan keselamatan jiwa dan
harta benda masyarakat dari bahaya kebakaran perlu
dilakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran secara
efektif dan berkelanjutan;

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah
salah satu obyek retribusi yang dapat dipungut oleh daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 97, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia 4870);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 549);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor 01)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas
pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah
pelayanan  pemeriksaan dan/atau  pengujian  oleh
Pemerintah Daerah terhadap alat pencegah Kebakaran. Alat
pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan
jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh badan usaha
dan masyarakat.

Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat
memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi
kebakaran.

Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang
dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.

Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan
isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup
alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran
otomatis.

Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan
untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran
halaman atau hidran gedung.

Sprinkler otomatis adalah suatu system pemancar air yang
bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan
mencapai suhu tertentu.

Bonpet adalah produk Pemadam Api Ringan berbentuk
silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadaman
otomatis maupun manual.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dari Pemerintah  Daerah yang
bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksanaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-
undangan retribusi daerah.



BAB II
NAMA RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
dipungut sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan
pemeriksaan dan/atau penguji alat pemadam kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau
Badan.

BAB III
OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau
pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah
Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa
yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

(2) Subjek Retribusi adalah perseorangan atau badan yang
mendapat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan
jiwa.

(3) Wajib Retribusi adalah orang perseorangan atau badan yang
menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan
retribusi  diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk
golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, ukuran dan
jumlah alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diperiksa dan/atau
diuyji.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang  bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian
atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pad aayat (1) meliputi biaya
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.



Struktur dan Tarif Retribusi

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Alat Pemadam

No. JENIS UKURAN RETRIBUSI
1. |a. Jenis busa, super |Isi 1l s/d 25 Liter |[Rp.30.000,00/
busa dan sejenisnya unit/kali
Isi > 25 Liter Rp.40.000,00/
unit/kali
b. Jenis Dry Powder Isi1s/d 6 Kg Rp.20.000,00/
(serbuk), Gen Co2, unit/kali
Halotron dan Isi6s/d20Kg |Rp.35.000,00
sejenisnya /unit/kali
Isi > 20 Kg Rp.50.000,00
/unit/kali
2. |Sprinkler Rp.2.500,00
/titik /kali
3. |Detector Rp.2.500,00
/titik /kali
4. |Alarm Rp.5.000,00
/titik /kali
5. |Fire Hydrant Rp.25.000,00
/titik /kali
6. |Bonpet Rp.15.000,00
/unit/kali
7. |Red Comet Rp.10.000,00
/unit/kali
8. |Pemeriksaan dan/ atau Rp. 125.000,00
pengujian alat /paket/kali’
pemadam kebakaran
pada bengunan dengan
tingkat kerawanan
bahaya kebakaran yang
tinggi.
9. |Pengujian alat
pemadam kebakaran
pada bangunan dengan
tingkat kerawanan
bahaya kebakaran yang
tinggi.
9. |Pemeriksaan dan / Rp. 35.000,00
atau pengujian alat /paket/kali

penyelamatan jiwa.




Pasal 8
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun

sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan ekonomi.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9
Besarnya Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian

antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun.

Pasal 12
Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

BagianKesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
Retribusi, bentuk, dan isi SKRD atau dokumen yang
dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BagianKedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14
(1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai dan

lunas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak SKRD
diterbitkan.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau di
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil
penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke Kas
Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15
Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran atau

penyetoran Retribusi diberikan SSRD sebagai tanda bukti
pembayaran/penyetoran.

Setiap pembayaran/penyetoran dicatat dalam buku
penerimaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SSRD diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 16
Wajib Retribusi yang kurang membayar atau tidak

membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada Wajib
Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran diterima.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi STRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara penagihan
Retribusi terutang, serta bentuk dan isi surat teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 17
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat
(3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau
kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18
Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi
keputusan dengan  menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi,
bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh
Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya
SKRDLB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya  permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa

setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kabupaten.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 22
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Retribusi yangsudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau

pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang
yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 5-01- 2016
BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 5-01-2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016
NOMOR
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